BAB IV
PENUTUP

4.1 Simpulan
Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka

dapat diambil simpulan sebagai berikut:

4.1.1 Pembatasan kasasi oleh Mahkamah Agung yang diatur dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah
Agung pada Pasal 45A tidak sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang NRI 1945 Pasal 28D dan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana Pasal 244.

4.1.2 Pemberlakuan pembatasan kasasi tidak sesuai dengan asas pemberian
keadilan bagi masyarakat menurut hak asasi manusia dan juga

pembatasan kasasi mengabaikan asas equality before the law.

4.2  Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan adalah:
4.2.1 Frasa ‘kecuali terhadap putusan bebas’ pada Pasal 244 pada Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana agar di revisi supaya menghindari terjadinya multitafsir.
4.2.2 Aturan pembatasan kasasi sebaiknya diuji kembali agar dapat sesuai

dengan asas-asas negara hukum dan sesuai dengan hak asasi manusia

untuk memperoleh keadilan.
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